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ABSTRAK

Latar belakang : Ketepatan kode diagnosis dalam rekam medis sangat
berpengaruh terhadap kelancaran proses klaim Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN). Ketidaktepatan kode dapat menyebabkan klaim tertunda atau ditolak oleh
BPJS Kesehatan, yang berimplikasi pada efisiensi administrasi dan keuangan
rumah sakit.

Tujuan : untuk menganalisis hubungan antara ketepatan kode diagnosis dengan
status klaim JKN rawat inap di RSUD Syekh Yusuf.

Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional
dengan pendekatan cross-sectional. Data dikumpulkan secara.retrospektif dari
rekam medis pasien-rawat inap peserta JKN di RSUD Syekh Yusuf pada periode
Januari-Agustus 2024. Analisis data dilakukan menggunakan uji chi-square
untuk menguji hubungan antara ketepatan kode diagnosis dan status klaim.

Hasil : Dari total 186 rekam medis yang.dianalisis, 86,6% memiliki kode
diagnosis yang tepat, sedangkan 13,4% tidak tepat. Dari total klaim yang
diajukan, 56,5% dinyatakan layak, sementara 43,5% berstatus pending. Analisis
statistik menunjukkan hubungan yang signifikan antara ketepatan kode diagnosis
dengan status klaim JKN (p < 0,05).

Kesimpulan : Terdapat hubungan antara ketepatan kode diagnosis terhadap
status klaim JKN.

Kata Kunci : Ketepatan kode diagnosis, klaim JKN, rekam medis, INA-CBG
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ABSTRACT

Background: The accuracy of diagnosis coding in medical records significantly affects the
smooth processing of National Health Insurance (JKN) claims. Inaccurate coding can lead to
claim delays or rejections by BPJS Kesehatan, impacting hospital administrative efficiency and
financial management.

Objective: To analyze the relationship between diagnosis code accuracy and the inpatient JKN
claim status at Syekh Yusuf Regional Hospital.

Methods: This study employs an analytical observational method with-a cross-sectional
approach. Data were retrospectively collected from inpatient medical records of JKN
participants at Syekh Yusuf.Regional Hospital from January to August 2024. Data analysis was
conducted using the chi-square test to examine the relationship between diagnosis code

accuracy and claim status.

Results: Out of 186 medical records analyzed, 86.6% had accurate diagnosis codes, while
13.4% were inaccurate, Of the total claims submitted, 56.5% were deemed eligible, whereas
43.5% were pending. Statistical analysis indicated a significant relationship between diagnosis
code accuracy and JKN claim status (p < 0.05).

Conclusion: There is a correlation between the accuracy of the diagnosis code and the status
of the JKN claim.

Keywords: Diagnosis code accuracy, JKN claims, medical records, INA-CBGs.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit yang melayani masyarakat memiliki tanggung jawab
untuk menyelenggarakan pelayanan rekam medis. Pelayanan ini mencakup
kegiatan pendataan serta pengolahan informasi yang harus selaras dengan
regulasi' yang ditetapkan(l). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, rumah sakit memiliki kewajiban
untuk menyediakan dan menyelenggarakan rekam medis. Dokumen rekam
medis ini berisi catatan lengkap terkait pasien, mulai dari data diri,
diagnosis, terapi, hingga berbagai pelayanan Kesehatan lainnya yang
diberikan (2).

Rekam medis memuat rincian biaya pelayanan Kesehatan yang
harus dibayarkan pasien. Akurasi diagnosis sangat penting dalam
manajemen data Kklinis, penagihan biaya, dan aspek lain dari perawatan
Kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
59 Tahun 2024 tentang jaminan Kesehatan, pembayaran pelayanan
Kesehatan oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut
(FKRTL) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
menggunakan sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBG). Sistem
INA-CBG merupakan sistem pembayaran case-mix yang ditujukan untuk
mewujudkan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan

Kesehatan(3).



Sistem pembayaran INA-CBG mengelompokkan diagnosis
penyakit dan prosedur medis yang serupa secara klinis serta membutuhkan
sumber daya yang hampir sama. Implementasi INA-CBG memerlukan
panduan yang menjadi referensi bagi berbagai pihak, termasuk Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), BPJS Kesehatan, Dewan
Jaminan Sosial Nasional (DJSN), organisasi profesi, asosiasi rumah sakit,
dan pihak-pihak terkait lainnya (4).

Implementasi - INA-CBG herpedoman pada Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base
Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
Namun, kebutuhan untuk menyesuaikan peraturan ini dengan dinamika
pelayanan kesehatan di FKRTL tetap mendesak. Implikasi dari belum
optimalnya regulasi ini adalah timbulnya dispute dan pending klaim, yang
selanjutnya menyebabkan keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan
kepada FKRTL. Dengan demikian, pembaruan. terhadap pedoman
Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan sangat diperlukan (5).

Di Indonesia, sekitar 65% rumah sakit belum sepenuhnya
menerapkan standar ICD-10 dalam membuat diagnosis yang lengkap dan
jelas, yang berakibat pada kurang tepatnya pengkodean. Studi pada 30
fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia menunjukkan rata-rata
ketidaktepatan kode diagnosis mencapai 56,64%. Angka ini lebih tinggi

dibandingkan dengan tingkat ketidakakuratan koding di beberapa negara



lain seperti Inggris dan Arab Saudi, yang berkisar antara 20% hingga 50%.
Salah satu penyebab utama masalah ini adalah diagnosis yang ditulis oleh
dokter seringkali tidak spesifik terhadap kondisi pasien dan tidak mengikuti
pedoman Kklasifikasi ICD-10. Komunikasi yang efektif antara coder dan
dokter penting untuk mencegah kesalahan pengkodean dan memastikan
akurasi serta validitas kodifikasi penyakit (1).

Dalam-studi Santiasih ef a/. (2021) berjudul “Analisis Penyebab
Pending Claim BPJS Kesehatan Rawat Inap di RSUD DR. RM Djoelham
Binjai”, menemukan bahwa ketidaklengkapan berkas menjadi penyebab
utama pending claim di RSUD DR. RM Djoelham. Dari 2.223 klaim rawat
inap yang diajukan selama periode Januari-Desember 2019, sebanyak 329
berkas dikembalikan karena masalah administrasi terkait kelengkapan
dokumen (6).

Selama observasi di bulan September 2022, sebanyak 80 berkas
klaim rawat inap pasien BPJS Kesehatan dikembalikan. Analisis lebih lanjut
mengungkapkan bahwa- ketidaktepatan kode diagnosis 56,3% dari kasus
tersebut,  sementara ketidaktepatan kode tindakan mencapai 43,7%.
Akibatnya, ditemukan ketidaksesuaian tarif pada 53,8% dari berkas klaim
yang dievaluasi (7).

Ketepatan kode diagnosis merupakan aspek krusial yang harus
diperhatikan oleh tenaga rekam medis. Pengkodean yang akurat sangat
bergantung pada kelengkapan dan kebenaran rekam medis, termasuk

diagnosis yang ditulis oleh dokter. Proses ini dimulai dengan penegakan



diagnosis oleh dokter, yang selanjutnya dikode oleh coder yaitu kode
klasifikasi penyakit sesuai dengan standar pengkodingan International
Classification of Diseases and Related Health Problem, Tenth Revision
(ICD - 10) dari WHO. Diagnosis penyakit mencakup diagnosis utama, yaitu
kondisi Kesehatan yang menjadi alasan utama pasien mendapatkan
perawatan, yang ditetapkan di akhir pelayanan dan menentukan kebutuhan
sumber daya.pengobatan, serta diagnosis sekunder (8)-

Kelengkapan dan akurasi data seringkali terhambat oleh masalah
dalam pencantuman diagnosis dan pengkodeannya (9). Ketidaksesuaian
dalam pengisian ICD 10 mencakup diagnosis yang tidak tercatat,
penggunaan singkatan atau istilah baru yang tidak standar, serta penggunaan
terminologi yang berbeda. Akibatnya, dokter jarang mengisi resume medis
dan tindakan klinis pasien secara lengkap, padahal informasi ini krusial
untuk proses pengkodean. Selain kelengkapan resume medis, beban kerja
dokter juga menjadi faktor penghambat ketepatan koding. Straton
berpendapat bahwa waktu dokter sangat terbats karena fokus utama mereka
adalah memberikan pelayanan kepada pasien, sehingga pelatihan yang
efektif dan efisien sangat dibutuhkan (9).

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf adalah Rumah Sakit
Umum Daerah Tipe B Akreditasi paripurna. Kegiatan pelayanan yang
dilakukan berupa pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, pelayanan
UGD, dan pelayanan penunjang medis lainnya. Berdasarkan hasil dari

penelitian terdahulu dan hasil pra-survey yang di evaluasi pada data klaim



JKN rawat inap ditemukan tingginya masalah angka klaim pending yang
terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf. Oleh karena itu,
penulis tertarik meneliti “Hubungan Ketepatan Kode Diagnosis Terhadap
Status Klaim Jaminan Kesehatan Nasional Rawat Inap di RSUD Syekh

Yusuf”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian
ini “Apakah Terdapat Hubungan Ketepatan Kode Diagnosis Terhadap. Status

Klaim Jaminan Kesehatan Nasional Rawat Inap di RSUD Syekh Yusuf”

C. Tujuan Penelitian

2. Tujuan Umum
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan ketepatan
kode diagnosis terhadap status klaim Jaminan Kesehatan Nasional rawat
inap di RSUD Syekh Yusuf
2. Tujuan Khusus
a. Menganalisis distribusi ketepatan kode diagnosis di RSUD Syekh
Yusuf
b. Menganalisis distribusi status klaim Jaminan Kesehatan Nasional
rawat inap di RSUD Syekh Yusuf
c. Menentukan hubungan ketepatan kode diagnosis terhadap status
klaim Jaminan Kesehatan Nasional rawat inap di RSUD Syekh

Yusuf



D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Untuk meningkatkan  pengetahuan dan wawasan serta
mengembangkan metodologipenelitian dibidang kedokteran terkait
hubungan ketepatan kode diagnosis terhadap status klaim Jaminan
Kesehatan Nasional rawat inap di RSUD Syekh Y usuf.
2. Bagi Rumah Sakit
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi
dan masukan bagi dokter dan pengelola rumah sakit tentang hubungan
ketepatan kode diagnosis terhadap status klaim Jaminan Kesehatan
Nasional rawat inap di RSUD Syekh Yusuf.
3. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi
dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta
Jaminan Kesehatan Nasional serta meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit

Rumah  Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan petorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (10).

2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Bidang Perumahansakitan, dalam Bab !l Pasal 27
menyatakan bahwa Rumah Sakit mempunyai kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27, disebutkan Rumah Sakit mempunyai fungsi :

a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit

kepada masyarakat;

b. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti
diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien
sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;

c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanannya;

d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana,

sesuai dengan kemampuan pelayanannya,;



Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu
atau miskin;

Melaksanakan fungsi sosial dengan memberikan fasilitas pelayanan
pasien tidak mampu/ miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang
muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar
biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;

Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
Menyelenggarakan rekam medis;

Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain
sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita
menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;

Melaksanakan sistem rujukan;

Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi
dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan
kewajiban pasien;

. Menghormati dan melindungi hak pasien;

Melaksanakan etika Rumah Sakit;

Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan
bencana;

Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara

regional maupun nasional;



g. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran
atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;

r.  Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;

s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas
Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan

t. Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan

tanpa rokok(11).

3. Rawat Inap

Rawat inap adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan kedokteran
yang diselenggarakan oleh pihak rumah sakit, rumah sakit bersalin, maupun
rumah bersalin. Unit rawat inap sering disebut bangsal perawatan atau ruang
perawatan merupakan inti kegiatan rumah sakit. Bangsal unit rawat inap
biasanya diberi nama bangsal yang berlainan satu dengan yang lainnya oleh
rumah sakit guna memudahkan perbedaan ruangan. Di setiap bangsal
memiliki sejumlah tempat tidur. Sedangkan pasien yang dirawat disini tediri
dari pasien yang berkemampuan membayar pelayanan rawat inap yang
berdeda-beda, oleh karena itu unit rawat inap dalam kedudukannya suatu
sistem pelayanan rumah sakit bekerja sama atau berkaitan dengan banyak
bagian lain atau unit fungsional lainnya, antara lain rekam medis, kuangan,
logisitk farmasi, radiologi, pemeliharaan saran rumah sakit, laboratorium dan
tidak lupa berkaitan dengan staf medis fungsional. Keadaan ini apabila bisa

diadakan dengan baik, maka sistem pelayanan rumah sakit akan berjalan



dengan baik juga. Jadi pada prinsipnya unit rawat inap dalam menjalankan
kegiatannya tidak akan lepas dari bagian-bagian dan mempengaruhi agar

nantinya fungsi pelayanan bisa berjalan dengan baik (12).

Kegiatan pelayanan Rawat Inap ini meliputi
a. Penerimaan pasien.
b. Pelayanan medis.
c. Pelayanan penunjang medis.
d. Pelayanan perawatan.
e. Pelayanan obat.
f. Pelayanan makan.

g. Pelayanan admisitrasi keuangan.

B. Rekam Medis
1. Pengertian Rekam Medis

Menurut Permenkes No 24 Tahun 2022 Rekam Medis adalah data
mengenai identitas pasien, pelayanan kesehatan dan pelayanan medis yang
telah diberikan kepada pasien diantaranya meliputi pemeriksaan,
pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada

pasien (PERMENKES, 2022)(13).

2. Fungsi dan Manfaat Rekam Medis
Rekam medis berisi tentang data diagnosis dan tindakan yang
dilakukan kepada pasien. Tujuan rekam medis salah satunya adalah

sebagai pembiayaan rumah sakit. Beban biaya pengobatan pasien rumah
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sakit yang bekerjasama dengan asuransi pemerintah (BPJS) telah
ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah, sehingga rumah sakit tidak
berhak menentukan biaya pengobatan pasien(14).

Rekam medis memiliki berbagai macam manfaat, salah satunya yaitu
sebagai pedoman dan bahan untuk menentukan biaya pelayanan kesehatan
yang dibebankan kepada pasien, keluarga pasien dan lembaga
asuransi kesehatan seperti BPJS(14).

Rekam medis di Indonesia dijelaskan dalam Permenkes RI Nomor 24
Tahun 2024 tentang rekam medis yaitu dapat digunakan sebagai berikut:
Pengatuiran rekam medis bertujuan untuk:

a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
b. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan
pengelolaan rekam medis;
c. menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data
rekam medis; dan
d. ‘mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang
berbasis digital dan terintegrasi.
Manfaat rekam medis, yaitu:
1) Sebagai dasar dan pedoman untuk merencakan dan
menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan,
perawatan dan tindakan medis yang akan diberikan kepada

pasien.
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2)

3)

4)

5)

6)

ICD 10

Terciptanya rekam medis yang jelas dan lengkap untuk
penyelenggaraan praktik kedokteran akan meningkatkan mutu
pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan mewujudkan
kesehatan masyarakat yang optimal.

Rekam medis yang merupakan informasi tentang kronologis
perjalanan penyakit, layanan medis, perawatan dan tindakan
medis, berguna sebagai sumber informasi untuk pendidikan dan
penelitian di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.

Rekam medis dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan
untuk menentukan pembiayaan pelayanan kesehatan di fasilitas
kesehatan dan dapat digunakan sebagai bukti pembiayaan
pasien.

Sebagai sumber statistik kesehatan untuk studi kesehatan
masyarakat tertentu dan jumlah pasien dengan penyakit tertentu
Rekam medis merupakan salah satu bukti tertulis utama dan
berguna dalam menyelesaikan masalah hukum, disiplin dan

etika(14).

ICD adalah suatu buku atau panduan yang digunakan petugas rekam
medis khususnya berperan sebagai koder dalam menentukan suatu kode

diagnosis penyakit yang telah diberikan atau dituliskan dokter.

Fungsi koding atau kodefikasi diagnosa baik penyakit atau tindakan.

Pengkodean diagnosis adalah pemberian penetapan kode dengan
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menggunakan huruf atau angka atau kombinasi huruf dalam angka yang
mewakili komponen data. Membuat kode atas diagnosis penyakit
berdasarkan klasifikasi penyakit yang berlaku, pembedahan berdasarkan
koding dimaksudkan agar mempermudah pengelompokan penyakit,
operasi yang dapat dituangkan dalam bentuk kode. Tenaga medis (dokter)
harus mengisi diagnosa pasien dengan lengkap dan jelas sehingga petugas
rekam medis.dapat memberi kode sesual dengan petujuk atau arahan yang
adapada buku ICD-10 untuk diagnosa dan ICD.9 CM untuk tindakan

dengan menggunakan kombinasi abjad dan angka(15).

a. ICD -10 terdiri dari 3 volume yaitu:

1) Volume 1 adalah daftar tabulasi, yang berupa daftar
alfanumerik dari penyakit dan kelompok penyakit, beserta
catatan “inclusion” dan “exclusion” dan beberapa cara
pemberian kode.

2)  Volume 2 berisi:

(b) Pengenalan- dan) petunjuk bagaimana menggunakan
volume 1 dan 3.
(c) Petunjuk membuat sertifikat dan aturan-aturan kode
mortalitas.
(d) Petunjuk mencatat dan mengkode kode morbiditas
3)  Volume 3 adalah indeks abjad dari penyakit dan kondisi yang

terdapat pada daftar tabulasi(15).
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b. ICD 9 CM singkatan yang digunakan dalam bidang medis yang
merupakan kepanjangan dari International Classification of
Diseases, 9th Revision, Clinical Modification digunakan untuk
mengklasifikasikan kode prosedur tindakan medis(16).

Dalam pengkodean diagnosis ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan diantaranya adalah ketepatan, keakuratan, dan
kelengkapan kode diagnosa sesuai dengan ICD-10 untuk penyakit
dan ICD9-CM untuk tindakan dan prosedur. Kode diagnosis
berperan penting sebagai dasar penetapan biaya pelayanan
kesehatan dan pengambilan kebijakan sehingga harus dijamin
kualitasnya (Maryati dkk., 2020). Keakuratan kode diagnosis
berdampak pada perencanaan perawatan pasien di masa mendatang,
penyediaan layanan kesehatan dan biaya pengobatan pasien
kualitasnya (Cummings dkk., 2011) (17).

Ketidaktepatan kode dalam menentukan diagnosa akan
berdampak pada kualitas kode diagnosis yang akan berpengaruh
dalam keakuratan dan kekonsistenan kode diagnosa. Kode diagnosa
yang tidak tepat dan akurat tersebut dapat merugikan pihak rumah
sakit, oleh karena itu sangat diperlukan evaluasi kode diagnosa
(Hatta, 2020). Ketepatan kode penting dalam meningkatkan
keakuratan dan kekonsistensian data yang akan terkode serta
menentukan kode Case Base Groups (CBG’s). Ketepatan kode

inilah yang nantinya mempengaruhi besaran tarif biaya yang akan di
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klaim.  Kelengkapan diagnosis berarti  pengkode harus
memperhatikan adanya diagnosis dalam bentuk gejala, pengobatan
serta tindakan lain yang mengarah ke pernyataan diagnosis dan
prosedur yang ditulis dokter. Diagnosis harus digunakan dokter
dalam menyebutkan suatu penyakit yang diderita oleh seorang
pasien atau-suatu keadaan yang menyebabkan seorang pasien
memerlukan atau menerima asuhan medis dengan tujuan untuk
memperoleh pelayanan pengobatan, mencegah suatu masalah
kesehatan menjadi buruk dan juga untuk peningkatan kesehatan

(Oktamianiza, 2022) (18).

C. Klaim JKN

1. "Pengertian Klaim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI1) yang dimaksud
klaim adalah tuntutan pengakuan atas sesuatu fakia ‘bahwa seseorang
berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. Klaim adalah prosedur
verifikasi oleh verfikator independen terhahap persetujuan administrasi
pertanggungjawaban pelayanan yang sudah dijalankan oleh pihak Rumah
Sakit. Klaim kesehatan adalah permohonan yang dibuat oleh fasilitas
kesehatan yang ditujukan untuk perusahaan asuransi menagih bayaran atas
tindakan yang telak dilakukan kepada anggota pengguna asuransi. Klaim
dibuat oleh rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya melalui proses

yaitu admnistrasi klaim dengan tujuan untuk membayar klaim secara sah
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dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur administrasi
pada pelaksanaan klaim BPJS Kesehatan menggunakan sistem paket INA-
CBGs(14).

Pemerintah Indonesia menjalankan program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada awal tahun 2014 yang mengacu pada Peraturan
Menteri Kesehatan® (PMK) No. 28 Tahun 2014 tentang pedoman
pelaksanaan JKN. Pelaksanaan program JKN di rumah sakit membuat
rumah sakit harnya melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat spesialistik atau sub spesialistik. Hal ini menunjukan bahwa
diperlukan pengelolaan khusus untuk pelaksanaan program JKN di rumah
sakit (14).

Klaim BPJS adalah pengajuan biaya perawatan pasien peserta
BPJS Kesehatan oleh pihak rumah sakit kepada pihak BPJS Kesehatan,
yang dilakukan secara kolektif dan ditagihkan kepada pihak BPJS
Kesehatan setiap bulannya. Pembiayaan kesehatan ini‘merupakan bagian
terpenting implementasi JKN yang diselenggarakan di rumah sakit oleh
BPJS melalui pengajuan klaim. Untuk mendapatkan biaya ini, pihak rumah
sakit wajib menyerahkan dokumen bukti sebagai syarat pengajuan klaim.
Pihak Rumah sakit akan mengajukan klaim dalam bentuk hardcopy
maupun softcopy. Dikarenakan kelengkapan dokumen pengajuan klaim
JKN merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran proses

penggantian biaya pelayanan (14).
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Dalam Peraturan menteri kesehatan No. 69 tahun 2013 Tentang
tarif pelayanan kesehatan program JKN tarif INA CBG’s yang selanjutnya
disebutkan tarif INA CBG’s adalah pembayaran menggunakan INA
CBG’s baik rumah sakit maupun pihak pembayar tidak lagi merinci
tagihan berdasarkan rincian.pelayanan yang diberikan, melainkan hanya
dengan menyampaikan diagnosis dan tindakan pasien dari kode INA
CBG’s (14).

Pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan harus menggunakan resume
medis dengan diagnosis merujuk pada ICD-10 atau ICD-9-CM.
Dikarenakan proses pengajuan pada pelaksanaan klaim BPJS Kesehatan
merupakan suatu proses administrasi klaim yang dilakukan dengan
menggunakan INA- CBG’s, dimana dilakukan pembayaran klaim
berdasarkan kelompok penyakit yang diderita. INA CBG’s bisa dilakukan
apabila telah melakukan pengkodean. Menurut' Permenkes Nomor 27
tahun 2014, coding INA CBG’s adalah kegiatan -memberikan kode
diagnosis utama dan diagnosis sekunder sesuai dengan ICD-10 serta
memberikan kode prosedur sesuai dengan ICD-9-CM. Pemberian coding

sangat menentukan besarnya biaya yang dibayarkan kerumah sakit(14).

. Persyaratan Pengajuan Klaim
Klaim pelayanan kesehatan Rumah Sakit harus diajukan paling
lambat tanggal 10 dan harus mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas

klaim.
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Kelengkapan berkas klaim tersebut terdiri dari:
a. Lembar Surat Eligibilitas Peserta (SEP) yang ditandatangani oleh
peserta/keluarga
b. Bukti pelayanan yang mencantumkan diagnosa dan prosedur serta
ditandatangani oleh DPJP
c. Hasil pemeriksaan penunjang Surat pernyataan pemeriksaan klaim
oleh tim pencegahan kecurangan Rumah Sakit

d. Checklist klaim rumah sakit(14).

3. Proses Verifikasi Klaim
Proses klaim yaitu suatu kegiatan untuk meneliti dan membuktikan
bahwa telah terjadi kesepakatan dan melakukan pembayaran yang sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan. Proses verifikasi klaim bervariasi
disetiap pelayanan. Secara umum, langkah-langkah prosedur klaim yaitu:
a. Penerimaan dan Penetapan Klaim
Dalam hal ini semua berkas-berkas yang diajukan akan di cek
ulang dengan harapan berkas-berkas klaim yang telah diajukan tadi
sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Telaah dan Verifikasi Klaim
Klaim yang sudah diterima oleh pihak klaim sebelum dibayar
akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Tahapan yang perlu

dilakukan yaitu:
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1) Pihak yang mengajukan klaim seusai

2) Formulir klaim yang akan diajukan sudah lengkap disertai

tandatangan dokter penanggung jawab pasien (DPJP)

3) Kesesuaian klaim dengan kesepakatan kedua belah pihak

mengenai batasan pelayanan, biaya, waktu pengajuan klaim

dan pengecualian tindakan

4) Kewajiban klaim yaitu kewajibann antara diagnosa, jenis obat

yangndiberikan dan tindakan yang dilakukan

c. Tahap verifikasi administrasi klaim yang dilakukan oleh verifikator

BPJS yaitu:

1)

2)

Verifikasi Administrasi Kepesertaan adalah memeriksa
kesamaan isi dari berkas klaim yaitu antara Surat Eligibilitas
Peserta dengan informasi kepesertaan yang dimasukkan dalam
aplikasi INA-CBGs. Berkas SEP digunakan sebagai bukti
kepesertaan. yang akan menjadi syarat penting dalam proses
pengajuan berkas klaim sebelum diajukan ke BPJS Kesehatan
Verifikasi Administrasi Pelayanan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam verifikasi berkas klaim
yaitu :

a) Pastikan kode INA CBGs yang digunakan sudah disahkan

oleh komite medis
b) Spesialisasi dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)

sesuai dengan diagnosa yang diterima.
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c) Tindakan operasi dengan spesialisasi operator harus sesuai

dengan kewenangan medis.

d) Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kelengkapan dan

validasi berkas maka berkas akan dikembalikan ke Rumah

Sakit untuk dilengkapi proses verifikasi oleh petugas klaim

di Rumah Sakit dilakukan melalui tahap berikut, yaitu:

(1)

(2)

Pemeriksaan berkas meliputi kelengkapan berkas,
isian dalam berkas dan biaya yang diajukan. Berkas
yang harus lengkap antara lain SEP, bukti pelayanan
yang mencantumkan diganosa dan prosedur derta
ditandatangani oleh DPJP, resume medis, kode
diagnosa pasien dan biaya pelayan dan prosedur yang
dientri sesuai dengan kode INA CBGs yang dihasilkan
Melakukan konfirmasi, konfirmasi.-© administrasi
pelayanan adalah konfirmasi . kepada coder dengan
meminta bukti-bukti pendukung yang diperlukan,
diagnosa primer ataupun sekunder dan prosedur dalam
resume medis, apabila tidak didapatkan adanya bukti-
bukti maka klaim yang telah diajukan akan
dikembalikan kembali kepada petugas koding Rumah

Sakit untuk dilengkapi dan diperbaiki(14).
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4. Faktor Yang Mempengaruhi Status Klaim Rawat Inap
a. Kelengkapan Dokumen Klaim:
1) Pastikan semua dokumen klaim yang dipersyaratkan lengkap dan
sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan.
2) Dokumen vyang tidak lengkap atau tidak sesuai dapat
menyebabkan klaim dikembalikan untuk dilengkapi, sehingga

proses pencairan dana tertunda.

b. Kesesuaian Diagnosis dengan Indikasi Rawat Inap:
1) Diagnosis yang diajukan harus sesuai dengan indikasi rawat inap
yang diatur dalam regulasi BPJS Kesehatan.
2) Jika diagnosis tidak sesuai, klaim dapat ditolak atau dipotong

pembayarannya.

c. Kepatuhan terhadap Regulasi BPJS Kesehatan:

1) Pastikan semua prosedur dan ketentuan terkait klaim rawat inap
dijalankan dengan benar dan sesual dengan regulasi BPJS
Kesehatan.

2) Pelanggaran terhadap regulasi dapat menyebabkan klaim ditolak

atau dikenakan sanksi.

d. Faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi:
1) Kecepatan penyampaian klaim: Semakin cepat klaim diajukan,

semakin cepat pula proses verifikasi dan pembayarannya.
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2) Kualitas rekam medis: Rekam medis yang lengkap dan akurat
dapat membantu proses verifikasi klaim dan mencegah penolakan

klaim.

3) Sistem klaim di rumah sakit: Sistem klaim yang efisien dan
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BAB IlI
KERANGKA KONSEP
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Terdapat hubungan ketepatan kode diagnosis terhadap status klaim
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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Obyek penelitian yang akan diteliti ialah berkas rekam medis pasien rawat
inap pada bulan Januari sampai bulan Agustus tahun 2024 yang didapatkan di

RSUD Syekh Yusuf.

B. Metode Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan penelitian analitik observasional
berbasis cross-sectional dengan pendekatan retrospektif yaitu meneliti kebelakang
hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. ‘Adapun
pengumpulan data dilakukan dalam satu waktu secara bersamaan berdasarkan

rekam medis.

C. Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi
Populasi pada penelitian ini adalah pasien rawat inap di RSUD Syekh
Yusuf, sebanyak 349 rekam medis selama 8 bulan pada bulan Januari sampai
Agustus tahun 2024.
2. Sampel
Sampel pada penelitian ini ialah pasien rawat inap yang terdata pada
catatan medis RSUD Syekh Yusuf menggunakan Simple Random sampling

dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.
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Layak tidaknya sampel yang mewakili populasi memenubhi :
a. Kiriteria Inklusi
1) Pasien
a) Pasien rawat inap di RSUD Syekh Yusuf.
b) Memiliki data rekam medis. yang lengkap, termasuk kode
diagnosis, tanggal masuk dan keluar, serta status klaim JKN.
¢) Menjalani perawatan rawat inap selama periode waktu penelitian.
2) Kaode Diagnosis
Menggunakan kode diagnosis berdasarkan International
Classification of Diseases (ICD-10). Memiliki diagnosis utama yang
tercatat dalam rekam medis.
3) Status Klaim
Memiliki status klaim JKN yang jelas (pending dan layak).
b. Kriteria Eksklusi
Berikut adalah beberapa contoh Kkriteria eksklusi yang dapat diterapkan:
1) Pasien
a) Pasien yang merupakan pasien rujukan dari rumah sakit lain.
b) Pasien yang bukan merupakan kepesertaan asuransi kesehatan
swasta.
2) Status Klaim

Status klaim tidak jelas atau masih dalam proses verifikasi.
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3. Rumus Besar Sampel

Rumus menurut pendapat Slovin :

Keterangan :

n = Ukuran sampel g
opus
/,Q~

oLl

Jadi besar sampel yang digunakan adalah 186 sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik berdasarkan

data sekunder yang diperoleh dari berkas rekam medis pasien rawat inap.
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E. Alur Penelitian
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F. Teknik Analisis Data
1. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan diproses menggunakan aplikasi
Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Yang terbagi menjadi 2

tahap yaitu:

a. Analisis Univariat

Pendekatan univariat  dimanfaatkan guna-menganalisa data
secara  deskriptif dengan tujuan menggambarkan distribusi serta
karakteristik variabel-variabel yang terlihat, ‘baik itu wvariabel

dependent/independent dengan pembuatan tabel distribusi frekuensi.

b. Analisis Bivariat

Analisa bivariat melibatkan pengujian korelasi, dengan fokus
untuk mengidentifikasi hubungan variabel dependent serta variabel
independent. Hasil ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan
metode Chi-Square. Riset ini memanfaatkan aplikasi SPSS yang dimana
dalam penelitian ini digunakan Tingkat kemaknaan sebesar 0,05.
Penelitian dikatakan bermakna jika mempunyai nilai p < 0,05 yang
berarti Ho ditolak dan He diterima dan dikatakan tidak bermakna jika

mempunyai nilai p >0,05 yang berarti Ho diterima dan Hq ditolak.

2. Pengolahan Data

a. Editting (penyuntingan data)
Pada tahap ini, hal yang dilakukan yaitu menelaah hasil data

rekam medis yang telah didapatkan.
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b. Coding (pengkodean data)
Memberikan kode-kode pada hasil rekam medis untuk

mempermudah proses pada saat pengolahan data.

c. Entry (penginputan data)
Memasukkan hasil  data rekam medis dengan menyesuaikan
pada kode yang difungsikan dan kemudian diolah pada aplikasi SPSS

untuk dilakukan proses analisis data yang sesuai.

d. Cleaning (pembersihan data)
Melakukan pengecekan ulang pada data yang telah dimasukkan
ke dalam sistem, untuk menghindari kesalahan data ataupun kata

sebelum di Analisa.

G. Etika Penelitian

1. Mengajukan permohonan ethical clearance pada Komisi Etik Fakultas
Kedokteran dan IImu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah
Makassar.

2. Menyerahkan surat- pengantar sekaligus izin penelitian yang ditujukan
kepada RSUD Syekh Yusuf sebagai permohonan izin untuk melakukan
penelitian.

3. Komitmen penulis dalam menjaga segala kerahasiaan informasi pada data
rekam medik agar dapat menjadi harapan sehingga tidak ada pihak yang
dirugikan atas penelitian ini, terkecuali kelompok tertentu sesuai data yang

akan disajikan dan dilaporkan sebagai penelitian.
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BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dari tahun ke tahun'Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf selalu
melakukan perbaikan maupun pembenahan baik itu dari segi manajemen, mutu
SDM dan pembangunan fisik baik sarana maupun prasarana, maka rumah sakit
dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa di
Sungguminasa dibangun sejak tahun 1981, yang merupakan rumah sakit milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang operasionalnya di mulai pada
tanggal 1 April 1982. Pada saat itu RSUD Sungguminasa merupakan Rumah
Sakit tipe Kelas D, yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, serta merupakan
rumah sakit rujukan dari beberapa Puskesmas di Kabupaten Gowa Provinsi
Sulawesi Selatan.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 9 Desember 2011, RSUD
Syekh Yusuf yang merupakan rumah sakit kelas B telah berhasil memperoleh
sertifikat Akreditasi Penuh Tingkat Lanjutan oleh Tim Komite Akreditaasi
Rumah Sakit (KARS) untuk 12 jenis pelayanan. Dengan perolehan Sertifikat
Akreditasi penuh, maka Rumah Sakit semakin dituntut untuk memberikan
pelayanan yang lebih maksimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Rumah
Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf mulai bekerja sama dengan BPJS sejak

tahun 2016 dan telah mendapatkan kepercayaan Masyarakat untuk melayani
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masalah Kesehatan, baik bagi Masyarakat di Kabupaten Gowa, maupun
masyarakat di Sulawesi Selatan, sebagai fungsi pelayanan kesehatan yang
ditujukan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam memberikan
pelayanan kepada pasien RSUD Syekh Yusuf di dukung oleh fasilitas
pelayanan kesehatan, baik sarana-maupun prasarana, sumber daya manusia,

serta peralatan yang canggih dan mutakhir.

B. Hasil Penelitian

1.

Analisis Univariat

a. Ketepatan Kode Diagnosis
Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap 186 berkas
rekam medis pasien rawat inap peserta JKN di Rumah Sakit Syekh
Yusuf Gowa periode Januari-Agustus 2024, di peroleh tingkat ketepatan
dan ketidaktepatan sebagai berikut:

Tabel V. 1 Ketepatan Kode Diagnosis Rawat inap di RSUD
Syekh Yusuf

ase (%)
4 A SN
Tepat 161 86,6 %
Tidak Tepat 25 13,4 %
Jumlah 186 100 %

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui dari 186 rekam medis pasien
rawat inap peserta JKN di RSUD Syekh Yusuf Gowa periode Januari-

Agustus 2024 didapatkan ketepatan pemberian kode diagnosis sebanyak
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161 (86,6%) sedangkan ketidaktepatan pemberian kode diagnosis

sebanyak 25 (13,4%).

. Status Klaim JKN Rawat Inap

Berdasarkan observasi.yang dilakukan terhadap 186 berkas
rekam medis pasien rawat inap peserta JKN di Rumah Sakit Syekh
Yusuf periode  Januari-Agustus 2024, diperoleh berkas layak dan

pending sebagai berikut:

Tabel V. 2 Klaim JKN dii RSUD Syekh Yusuf Gowa

Pending 81 43,5 %

Jumlah 186 100 %

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui dari 186 rekam medis pasien
rawat inap peserta JKN di RSUD Syekh Yusuf Gowa periode Januari-
Agustus 2024 didapatkan klaim JKN. layak sebanyak 105 (56,5%)
sedangkan ketidaktepatan pemberian kode diagnosis sebanyak 81
(43,5%) berkas.

Pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf status klaim
pending yang terbanyak yaitu dari aspek medis dimana terjadi
ketidaksepakatan medis antara BPJS dengan pihak RSUD Syekh Y usuf,
yakni diagnosis utama dan diagnosis sekunder tidak relevan dengan

pemeriksaan penunjang.
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2.

Analisis Bivariat
Uji hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan ketepatan
kode diagnosis terhadap status klaim JKN rawat inap di RSUD Syekh Yusuf
Gowa menggunakan uji chi-square. Adapun hasil uji chi-square yang telah
dilakukan terhadap variabel ketepatan kode diagnosis terhadap status klaim
JKN rawat inap sebagai berikut:
Tabel V. 3 Hubungan Ketepatan Kode Diagnosis. Terhadap Status

Klaim JKN Rawat Inap di RSUD Syekh Yusuf 2024

KeteBatan Kode Diangosis —

0,348 0,000
Status Klaim JKN Rawat Inap

Tabel 3 menunjukkan hasil analisis hubungan Kketepatan kode
diagnosis dengan status klaim JKN rawat inap di RSUD Syekh Yusuf pada
2024. Berdasarkan hasil uji chi-square hubungan ketepatan kode diagnosis
terhadap status klaim JKN rawat inap diperoleh nilai odd rasio (OR) sebesar
0,348 mengindikasikan bahwa pasien dengan kode diagnosis yang tidak
tepat memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan klaim layak
dibandingkan dengan pasien yang memiliki kode diagnosis yang tepat. Nilai
p sebesar 0,000 (< 0,05) menunjukkan bahwa hubungan antara ketepatan
kode diagnosis dengan status klaim JKN rawat inap secara statistik

signifikan.
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Tabel V. 4 Tabulasi Silang Hubungan Ketepatan Kode Diagnosis
Terhadap Status Klaim JKN Rawat Inap di RSUD Syekh Yusuf Gowa

2024

\"P\a H!IUF’I{"%
AQ,‘(" \N\Y\Ab A
§ \\\\\"'h// :

pending. Total pers : dan klaim yang

pending 43,5 %.
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BAB VI

PEMBAHASAN

A. Kebijakan yang mengatur tentang penetapan kode diagnosis dan

pengklaiman JKN di RSUD Syekh Yusuf

Rumah sakit-memiliki beberapa regulasi yang mengatur tentang
pelaksanaan JKN agar berjalan dengan lancar, termasuk regulasi dalam hal
penetapan kode diagnosis dan pengklaiman status rawat inap. Standar Prosedur
Operasional (SPO) merupakan prosedur langkah yang dibuat oleh fasilitas
pelayanan kesehatan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu agar
terstandarisasi setiap proses yang dilakukan. Standar Prosedur Operasional
(SPO) bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisien pelaksanaan tugas
para pegawai dan organisasi, sebagai standarisasi dalam melaksanakan rutin
pegawal, serta:mengurangi tingkat kelalaian dan kesalahan pegawai dalam
melaksanakan tugas(10).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di
Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf didapatkan bahwa rumah sakit sudah
memiliki SPO pengodingan penyakit dan SPO penagihan BPJS. Akan tetapi
terkait SPO pengkodean penyakit di rumah sakit hanya memiliki SPO
pengkodean secara umum, untuk SPO pengodingan khusus untuk pengklaiman
JKN belum ada.

Standar Prosedur Operasional (SPO) penetapan kode diagnosis di

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf dinamai ‘“Pemberian Kode
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Diagnosis”. Pemberian kode diagnosis merupakan suatu kegiatan
memberikan tanda/kode berupa angka-angka dan huruf berdasarkan standar
ICD-10 revisi 2 secara sistematis. Tujuan dari SPO ini adalah sebagai pedoman
dalam pemberian koding penyakit, mempermudah pengelompokan penyakit,
tindakan, operasi berdasarkan tulisan dokter sehingga mudah dianalisa dan
dievaluasi, serta memenuhi sistem pelaporan rumah sakit sesuai standar (20).

Menurutpenelitian Sukawan, A menyatakan bahwa salah satu cara
untuk menekan pending klaim atau mengurangi angka pending klaim dengan
cara pengelolaan yang baik selalu dilakukan perencanaan yang baik. Dalam
mencapai sebuah sasaran (proses klaim yang baik) dapat menggunakan
planning (Perencanaan), organization (Organisasi), actuating (Pelaksanaan),
dan controling (Pengawasan), salah satu contoh kegiatan perencanaan seperti
pembuatan SPO, khusus dalam pengisian berkas persyaratan kiaim dan SPO
pengkodingan diagnosis. Selanjutnya mensosialisasikan SPO  atau peraturan
lainnya ke semua pegawai agar setiap pelayanan yang diberikan terstandarisasi
daari aspek prosedur sesuai acuan yang digunakan(21).

Standar Prosedur Operasional (SPO) pengklaiman JKN rawat inap di
Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf dinamai “Penagihan BPJS
Kesehatan Rawat Inap”. Penagihan BPJS Kesehatan Rawat Inap merupakan
suatu proses kegiatan pemberkasan administrasi BPJS rawat inap mulai
dari pendaftaran hingga pembayaran klaim dibayarkan. Standar Prosedur

Operasional (SPO) ini bertujuan sebagai panduan dalam melaksanakan
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proses administrasi pemberkasan BPJS rawat inap yang efektif dan
efisien(20).

Menurut Permenkes nomor 24 tahun 2021, menyatakan bahwa untuk
mendapatkan hasil grouper dan klaim yang benar diperlukan kerjasama yang
baik antara dokter, koder dan verifikator BPJS Kesehatan. Kelengkapan rekam
medis yang ditulis oleh dokter akan sangat membantu koder dalam memberikan
kode diagnosis dan tindakan/prosedur yang tepat, serta memudahkan verifikator
BPJS Kesehatan untuk melakukan wverifikasi® Klaim sehingga proses

pengklaiman penagihan dapat berjalan dengan lancar(22)

. Pembahasan Hasil Analisa Univariat

Hasil penelitian int menunjukkan 161 (86.6%) sampel memiliki kode
diagnosis yang tepat, dan sisanya 25 (13.4%) memiliki kode diagnosis yang
tidak tepat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya seperti
kepentingan pembayaran (conflict of payment), penggunaan kode gabung, serta
terdapat ‘perbedaan pendapat antara Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
(DPJP) dan verifikator ‘BPJS bahwa pemberian diagnosis harus disertai
penunjang yang sesuali.

Adapun contoh pada kasus dispute koding, dokter menulis diagnosis
hipertensi, diagnosis sekunder Congestive heart failure, Chronic renal failure,
seorang Perekam Medis Informasi Kesehatan melakukan kode diagnosis
sebanyak 3 kode ICD dianataranya untuk diagnosis utama 110 (Essential
(primary) hypertension), lalu untuk diagnosis sekunder 150.0 (Congestive heart
failure) dan N18.9 (Chronic renal failure, unspecified) yang seharusnya kode

tersebut di koding sesuai dengan aturan volume 2 ICD 10 merupakan kode

39



kombinasi dengan kode 113.2 (Hypertensive heart and renal disease with both
(congestive) heart failure and renal failure)(23).

Sejalan dengan yang dilakukan oleh Oktamianiza, O, Hasil penelitian
terhadap 35 pending klaim didapatkan ketepatan penetapan diagnosa utama
yang tidak tepat 19 (54,3%), penulisan diagnosis yang tidak lengkap 31
(88,6%), dan ketepatan kode diagnosis yang tidak tepat 29 (82,9%). Diharapkan
kepada dokter yang bertanggung jawab dalam penetapan dan penulisan
diagnosis agar dapat memperhatikan Kebenaran diagnosis pada rekam medis
dan koder agar dapat menetapkan kode -diagnosis secara benar berdasarkan
ICD-10 dan ICD-9 CM(18).

Ditemukan 43,5 % status klaim yang pending rawat inap BPJS
Kesehatan terjadi karena ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan pengisian
item-item dalam rekam medis pasien seperti ketidak sesuaian antara diagnosis
dengan resume medis, kemudian terapi yang yang diberikan tidak sesuai
dengan diagnosis 'yang telah dibuat dokter penaggung jawab pasien (DPJP).
Adapun contohnya pada kasus dispute medis, pasien dengan diagnosis penyakit
typhoid fever dengan kode A01.0. Selain itu.adapun faktor dispute administrasi
seperti tidak lengkapnya pemeriksaan penunjang yang dilampirkan, laporan

operasi, sehingga pihak verifikator BPJS melakukan pending klaim.

. Pembahasan Hasil Analisa Bivariat

Dari total 186 kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya
hubungan antara ketepatan kode diagnosis dengan statu klaim JKN rawat inap,
dengan nilai odd rasio (OR) sebesar 0,348 dan nilai p 0.000, diantaranya 161
klaim dengan kode diagnosis yang tepat, 105 klaim (65,2%) dinyatakan layak.
Sedangkan 56 klaim (34,8%) berada dalam status pending. Dari total 25 klaim
dengan kode diagnosis yang tidak tepat, 0 klaim (0%) dinyatakan layak,
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sedangkan seluruhnya (25 klaim atau 100%) berada dalam status pending.
Secara keseluruhan, dari total 186 klaim, 105 klaim (56,5%) dinyatakan layak
dan 81 klaim (43,5%) berada dalam status pending.

Klaim dengan kode diagnosis tidak memiliki resiko yang sangat tinggi
untuk berstatus pending, sedangkan klaim dengan kode diagnosis tepat
memiliki peluang lebih besar untuk dinyatakan layak. Hal ini menegaskan
bahwa ketepatan kode diagnosis memiliki hubungan yang signifikan dengan
status klaim JKN rawat inap: Hasil ini menggarisbawahi pentingnya ketelitian
dalam proses pengkodean diagnosis untuk meningkatkan kelayakan klaim JKN.
Pending klaim JKN dapat berdampak pada terjadinya penurunan pendapatan
rumah sakit yang dapat berdampak pada terhambatnya operasional rumah sakit.
Dampak lainnya adalah terganggunya arus pendanaan rumah sakit dan juga
menyita waktu petugas untuk memperbaiki kembali berkas yang berstatus
pending.

. Ketepatan Kode Diagnosis

Ketepatan kode diagnosis dikategorikan ke dalam 2 kategori, yaitu
tepat dan tidak tepat. Dikategorikan tepat apabila kode diagnosis diisi sesuai
dengan kelengkapan diagnosis yang tertera pada resume medis. Dikategorikan
tidak tepat apabila kode diagnosis diisi tidak sesuai dengan kelengkapan
diagnosis yang tertera di resume medis. Menurut hasil penelitian yang telah
dilakukan dapat diketahui dari 186 rekam medis pasien rawat inap peserta JKN
di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf periode Januari-Agustus 2024
didapatkan ketepatan pemberian kode diagnosis sebanyak 161 (86,6%)
sedangkan ketidaktepatan pemberian kode diagnosis sebanyak 25 (13,4%)

(10).
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Berdasarkan data yang didapatkan disimpulkan ketidaktepatan kode
diagnosis sebagian dikarenakan oleh penetapan karakter ke- 4. Adapun
karakter ke- 4 dalam kode diagnosis memiliki peran penting dalam memberikan
penjelasan tambahan tentang diagnosis atau kondisi medis secara spesifik.
Karakter ke- 4 memiliki fungsi _dalam pengkodean ICD-10 digunakan untuk
menentukan subkategori penyakit yang menunjukkan keparahan atau variasi
penyakit, dan mengidentifikasi lokasi secara spesifik.- Untuk menentukan
subkategori penyakit dalam karakter ke- 4 memperinci diagnosis utama, sebagai
contoh pada Pneumonia yang di kode dalam ICD-10 dengan kategori kode J18
(Pneumonia, unspecified), adapun kode secara spesifik menggunakan karakter
ke- 4 dengan subkategori kode J18.0 (Bronchopneumonia, unspecified), J18.1
(Lobar pneumonia, unspecified), dan J18.2 (Hypostatic pneumonia,
unspecified) (15)

Ketidaktepatan penetapan kode diagnosis dapat berdampak pada
terhambatnya pembiayaan asuransi yang dapat berakibat ‘pada pengelolaan
berkas rekam medis(10). Dampak lainnya  dari ketidaktepatan penetapan
kode diagnosis yang diinput pada aplikasi INA-CBGs dalam proses klaim
JKN vyaitu terjadinya pembayaran tarif pelayanan lebih tinggi (upcoding) yang
dapat berakibat terjadinya fraud dan pembayaran tarif pelayanan lebih rendah
(down coding) yang dapat menimbulkan kerugian bagi rumah sakit(10).

Upcoding merupakan jenis kecurangan yang sering dilakukan oleh
petugas di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah  satu  kegiatan

kecurangan  yang ditemui adalah upcoding. Upcoding merupakan  salah
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satu potensi fraud yang marak dilakukan oleh petugas di fasilitas pelayanan
kesehatan, kejadian upcoding sering diidentikkan dengan peran koder dan
DPJP (25). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019, kecurangan (fraud) adalah tindakan yang dilakukan dengan
sengaja untuk mendapatkan keuntungan. finansial dari program Jaminan
Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang
yang tidak sesuai-dengan ketentuan peraturan perundang-undangan(26).

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada petugas rekam
medis didapatkan adanya ketidaktepatan kode diagnosis karena keliru dalam
penentuan diagnosis utama yang diinput dalam verifikasi klaim dan resume
medis yang kurang lengkap dari DPJP. Koder RSUD Syekh Yusuf telah
memberikan kode diagnosis sesuai dengan diagnosis yang diberikan dokter,
tetapi dalam penentuan diagnosis utama seringkali terdapat kekeliruan,
disebabkan adanya kepentingan pembayaran (conflict of payment), sehingga
diagnosis utama dapat menjadi diagnosis sekunder atau sebaliknya

Hal tersebut sesuai konsep INA-CBG’s, diagnosis utama merupakan
diagnosis dengan biaya tertinggi atau lama rawat inap terlama. Terdapat
perbedaan antara bidang klinis dengan bidang pengkodean administrasi klaim.
Pada bidang klinis, diagnosis merujuk pada patofisiologi kasus yang menjadi
asal mula kondisi pasien dan berdasar pada penunjang yang tepat. Adanya
kesalahan penentuan diagnosis utama terkadang membuat koder merasa berada
pada posisi sulit karena koder sudah membuat kode sesuai dengan diagnosis

yang dituliskan dokter. Namun karena kepentingan pembayaran, ada beberapa
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diagnosis utama yang berubah urutan menjadi diagnosis sekunder. Begitu pula
sebaliknya (21).
. Penggunaan Kode Gabung

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf mengharuskan penggunaan
kode gabung sesuai dengan regulasi dan berita acara kesepakatan BPJS untuk
menegakan diagnosa. Tetapi masih terdapat diagnosis yang dikode secara
terpisah sehingga tidak memenuhi berita acara kesepakatan dan terjadi
pengembalian klaim.

Hal tersebut sejalan dengan contoh kasus pending klaim yang
bermasalah karena pengkodean dan bidang medis yang diuraikan pada berita
acara kesepakatan bersama mengenai permasalahan klaim INA-CBG’s terkait
pneumonia yaitu : (a) Penyebab pneumonia yang tidak dapat dijelaskan diberi
kode J18.9, (b) Pneumonia dengan TBC sebaiknya mengenakan kode gabung
yaitu A16.2, (c)Pneumonia dengan PPOK sebaiknya mengenakan kode gabung
yaitu J44.0, kecuali pada PPOK' eksaserbasi akut diberi kode tersendiri, (d)
Pneumonia disertai sepsis. diberi kode tersendiri, kecuali pada pemeriksaan
penunjang ditemukan bakteri streptococcus pneumoniae maka menggunakan
kode kombinasi A40.3, (e) Pneumonia dengan demam tifoid menggunakan
kode kombinasi A01.07 J17.0* dan (f) Pneumonia disertai asma diberi kode
tersendiri. Ketidaksesuaian kode dikarenakan beberapa hal, diantaranya: tidak
adanya hasil penunjang yang mendukung, DPJP tidak menuliskan diagnosa tapi

diklaimkan oleh rumah sakit, kurang memahaminya kaidah koding, yang
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semestinya dikoding secara gabung tetapi rumah sakit mengkoding secara

terpisah(23).

. Klaim JKN

Klaim JKN merupakan pengajuan pembayaran biaya layanan
kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada BPJS kesehatan. Pada
penelitian ini klaim JKN dikategorikan ke dalam 2 kategori, yaitu layak dan
pending. Dikategorikan layak -apabila klaim diterima oleh verifikator dan
dikategorikan pending apabila klaim dipending atau dikembalikan untuk
diperbaiki oleh verifikator(10).

Menurut penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui dari 186
rekam medis pasien rawat inap peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah
Syekh Yusuf periode Januari-Agustus 2024 didapatkan klatm JKN layak
sebanyak 105 (56,5%) berkas sedangkan klaim JKN pending sebanyak 81
(43,5%) berkas.

Pending kiaim JKN dapat berdampak pada. terjadinya penurunan
pendapatan rumah sakit yang dapat berdampak pada terhambatnya operasional
rumah sakit. Dampak lainnya adalah terganggunya arus pendanaan rumah sakit
dan juga menyita waktu petugas untuk memperbaiki kembali berkas yang
berstatus pending (18).

Menurut wawancara yang telah dilakukan, pending klaim JKN di
Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf disebabkan oleh pengisian resume

medis yang masih kurang lengkap atau belum sesuai, kesalahan penggunaan
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kode, kesalahan entri kode, dan ketidaksesuaian diagnosis dengan hasil
penunjang.

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf mengharuskan penggunaan
kode gabung sesuai dengan regulasi dan berita acara kesepakatan BPJS untuk
menegakkan diagnosis. Tetapi masih terdapat diagnosis yang dikode secara
terpisah sehingga tidak® memenuhi berita acara kesepakatan dan terjadi

pengembalian Klaim.

. Perbedaan Persepsi

Terdapat perbedaan pendapat antara Dokter Penanggung Jawab
Pelayanan (DPJP) dan verifikator BPJS bahwa pemberian diagnosis harus
disertai penunjang yang sesuai. Hal ini sejalan dengan penelitian Zahra, dkk
yaitu terjadinya pengembalian klaim disebabkan karena adanya perbedaan
antara pihak BPJS Kesehatan dengan pihak rumah sakit mengenai pelayanan
yang berkaitan dengan pengkodean diagnosis dan prosedur kiinis. Akurasi kode
merujuk pada tingkat keakuratan dan ketepatan dalam menetapkan kode,
meliputi pengkodean diagnosis penyakit dan prosedur klinis(21).

Menurut penelitian yang dilakukan Fir, dkk menyatakan bahwa
penyebab pengembalian klaim karena adanya perbedaan persepsi antara
petugas koding dengan verifikator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan tentang koding berkas yang diajukan. Sedangkan pada penelitian
ditemukan bahwa ada beberapa Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yang
mempunyai koding yang biasa digunakan untuk pasien-pasien tertentu karena

sudah diketahui besaran nilainya dan meminta case manager untuk mengisi
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kode diagnosa yang mereka sukai meskipun terkadang tidak sesuai dengan
diagnosa penyakit(25).

Adapun contoh pengembalian klaim karena adanya perbedaan persepsi
yaitu hasil klinis pasien sudah menunjukkan penyakit pneumonia tetapi tidak
disertai dengan hasil rontgen yang dapat menunjang pneumonia tersebut,
sehingga hal tersebut bertentangan dengan regulasi BPJS Kesehatan dan akan

adanya pengembalian klaim untuk dikonfirmasi(25).

. Tinjauan Keislaman

Dalam Islam, prinsip akuntabilitas atau amanah sangat ditekankan,
terutama dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Ketepatan kode diagnosis merupakan bentuk amanah yang harus dijaga oleh
tenaga medis dan manajemen rumah sakit, karena berhubungan langsung

dengan keadilan klaim pasien.

Dalam pengkodean diagnosis, petugas kesehatan memiliki amanah
untuk mencatat data pasien secara akurat dan benar. Ketidakcermatan atau
kecurangan ‘dalam pengkodean diagnosis dapat dianggap sebagai bentuk
pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan, baik kepada pasien
maupun kepada sistem kesehatan nasional. Dalam sistem JKN, pengkodean
diagnosis yang tepat mencerminkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien,

BPJS Kesehatan, dan masyarakat.

Keakuratan kode diagnosis adalah inti dari proses klaim JKN. Jika kode

diagnosis tidak sesuai dengan kondisi pasien, ini dapat menyebabkan klaim
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ditolak atau disetujui secara tidak sah, yang melanggar prinsip kejujuran dan

amanah.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam QS.Al-Anfal ayat 27 :

O3l 5 A&l 1308455 30505 a1 58545 Y 15kl all il
Terjemahnya : “ Hai orang=orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui ”(QS.
Al-Anfal:27).

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga amanah dan kepercayaan,
baik kepada Allah, Rasul-Nya, maupun antar manusia. Amanah adalah
tanggung jawab yang harus dijaga dengan integritas, kejujuran, dan penuh
tanggung jawab.

Hal ini'sejalan dengan Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi
Arabia, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya seerta
melaksanakan syariat-Nya, janganlah kalian mengkhianati Allah dan rasul-Nya
dengan meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan-Nya atas kalian dan
melakukan perkara yang kalian dilarang Allah darinya. Dan janganlah
menyepelekan amanat yang dipercayakan Allah kepada kalian sedang kalian

tahu bahwa itu merupakan amanat yang harus dipenuhi.

Seperti yang tercantum pada QS. Al Mu’minun ayat 8:

Xa,/e oo e WhiRy of f.a.;’
0321 aae 5 agiial a8 Gl

48



Terjemahnya : “(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara
amanat dan janji mereka”(QS. Al Mu’minum:8).

Ayat ini menekankan karakteristik orang beriman yang beruntung,
yaitu menjaga amanat dan menepati janji. Amanat adalah tanggung jawab yang
diberikan kepada seseorang untuk dijaga dan dilaksanakan dengan penuh
kejujuran dan kesungguhan, baik amanat dari Allah; Rasul-Nya, maupun antar
manusia. Sifat ini. mencakup Kejujuran, integritas, serta-komitmen terhadap

tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Selain itu Islam juga menuntut penerapan prinsip 'adl (keadilan) dalam
setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Ketepatan kode
diagnosis memastikan bahwa pasien mendapatkan haknya secara adil sesuai

dengan kondisi medisnya, tanpa ada kecurangan atau ketidaktepatan.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. An-Nisa: 58:

& Jaally 1 5282 o Al 55 e8a 1305 el o) et 838 o o8 2l il &y
GO e s I8 Al &) 2 oK ans 1
Terjemahnya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat (QS. An-Nisa: 58).
Dalam Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia,

menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk
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menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk
menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan
amanat-amanat itu. Dan dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara
diantara manusia dengan dasar keadilan dan obyektif, bila kalian memutuskan
permasalahan diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah
sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya.
Sesungguhnya Allah maha mendengar ucapan-ucapan kalian, meneliti seluruh
perbuatan kalian lagi maha melihatnya.

Ketidaktepatan dalam penentuan kode diagnosis yang disengaja dapat
dianggap sebagai bentuk ghulul (pengkhianatan) atau kecurangan, yang
dilarang dalam Islam. Hal ini tidak hanya berdampak pada pasien tetapi juga
dapat merugikan lembaga kesehatan dan sistem JKN secara keseluruhan.

Sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, bersabda :

Go (il 2 (o
Artinya' : "Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan
kami." (HR.Muslim, No. 101).

Para tenaga kesehatan di RSUD Syekh Yusuf memiliki tanggung jawab
profesional yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam, seperti ikhlas, ihsan,
dan tanggung jawab. Ketepatan dalam kode diagnosis merupakan implementasi
dari etika kerja Islami yang mengutamakan pelayanan yang berkualitas dan

sesuai dengan prinsip syariah.
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Dengan demikian, penulisan skripsi ini dapat menekankan bagaimana
aspek keislaman, seperti amanah, keadilan, dan larangan kecurangan, sejalan
dengan pentingnya ketepatan kode diagnosis dalam mendukung keadilan klaim

JKN di RSUD Syekh Yusuf. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam

mendukung praktik pelayanan keseha ang baik dan profesional.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenal hubungan ketepatan kode
diagnosis terhadap status kiaim JKN rawat inap di RSUD Syekh Yusuf,

dapat disimpulkan sebagai bertkut:

1. Tingkat ketepatan kode diagnosis di RSUD Syekh Yusuf periode Januari—
Agustus 2024 mencapai 86,6%, sedangkan ketidaktepatan sebesar 13,4%.
Faktor utama penyebab Kketidaktepatan kode diagnosis mencakup
kelengkapan dokumen medis, kesalahan pengisian oleh dokter, penggunaan
kode gabung, serta kurangnya pemahaman dalam pengkodean sesuai
standar ICD-10.

2. Klaim JKN dengan status layak mencapai 56,5%; sedangkan kKlaim pending
sebesar 43,5%. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf status klaim
pending 'yang terbanyak yaitu dari aspek medis dimana terjadi
ketidaksepakatan medis antara BPJS dengan pihak RSUD Syekh Yusuf,
yakni diagnosis utama dan diagnosis sekunder tidak relevan dengan
pemeriksaan penunjang.

3. Terdapat hubungan signifikan antara ketepatan kode diagnosis dengan
status klaim JKN rawat inap (p < 0,05). Ketidaktepatan kode diagnosis

meningkatkan risiko pending klaim secara signifikan.
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Penelitian ini menegaskan bahwa akurasi dalam pengkodean
diagnosis tidak hanya berpengaruh terhadap kelancaran proses klaim JKN
tetapi juga mencerminkan akuntabilitas dan profesionalisme pelayanan

kesehatan di rumah sakit.

. Keterbatasan Penelitian

Dalam proses pengambilan data, peneliti mengalami keterbatasan

waktu dan kesibukan petugas.

. Saran

1. Bagi Rumah Sakit (RSUD Syekh Yusuf)

a. Peningkatan Akurasi dan Kelengkapan Rekam Medis: Dokter dan
koder diharapkan lebih teliti dalam mencatat dan mengisi diagnosis
pada rekam medis sesuai dengan standar ICD-10"untuk mengurangi
ketidaktepatan kode diagnosis yang dapat memengaruhi status klaim
JKN.

b. Penyediaan Pelatihan Pengkodingan Diagnosis Sesuai dengan
Regulasi BPJS untuk Dokter dan Koder: Rumah sakit perlu rutin
mengadakan pelatihan terkait pengisian diagnosis dan pengkodean
sesuai pedoman ICD-10 serta pengkodingan sesuai dengan regulasi
dari BPJS, terutama dalam penggunaan kode gabung dan prosedur
yang sering digunakan, hal ini bertujuan agar terjadi persamaan

persepsi antara dokter, koder, maupun pihak BPJS.
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mencakup analisis lebih
mendalam terhadap faktor determinan lain yang mempengaruhi

status klaim
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Lampiran 1.4 Surat Keterangan Penelitian
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Lampiran 1.5 Dokumentasi dan Hasil Penelitian

Lampiran 1.6 Hasil olah data SPSS

Kode Diagnosis

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
valid  Sesuai 161 86.6 86.6 Y0, 866
TidakSesual», 25 134 134 100.0
Total 186 100.0 100.0
Status Klaim JKN Rawat Inap
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Layak 105 56.5 56.5 56.5
Pending 81 43.5 43.5 100.0

Total 186 100.0 100.0
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Kode Diagnosis * Status Klaim JKN Rawat Inap Crosstabulation
Status Klaim JKN Rawat Inap

Layak Pending Total
Kode Diagnosis Sesuai Count 105 56 161
% of Total 56.5% 30.1% 86.6%
Tidak Sesuai Count 0 25 25

% of To 0.0% 13.4% 13.4%
105 81 186
43.5% 100.0%

Total

N of Valid Cz

For cohort Status

Rawat Inap = Pend
N of Valid Cases
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